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BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pembahasan tentang tata cara penggajian pegawai Badan 

Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

2. Prosedur perhitungan gaji KPP Kota Payakumbuhi adalah dengan 

menggunakan aplikasi SIM gaji. Upah umumnya dibayarkan kepada karyawan 

pada tanggal 1 setiap bulan. 

3.   Sistem Gaji Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh meliputi: 

4. Kasir Penggajian, Bagian Keuangan dan Bank Nagari. 3. Dokumen-dokumen 

yang digunakan dalam sistem penggajian Dewan Keuangan Daerah Kota 

Payakumbuh adalah: 

5. Gaji, SPP, SPM, SP2D, SPTJM, Pajak, Cek. Dimana dokumen ini memiliki 

fungsinya sendiri. . 

B. Saran 

 Saran penulis untuk pekerjaan, yaitu: 

1. Pendaftaran daftar hadir harus diperiksa secara berkala oleh instansi untuk 

mencegah penipuan dan penyalahgunaan daftar hadir untuk mencegah penyimpangan 

dalam sistem penggajian. 

2. Penggajian pegawai harus dilaksanakan dengan sistem yang sempurna sehingga 

tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. 3. Prosedur penggajian 

pekerja harus didukung.  
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